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Abstract  This article isentitled "Analysis of Factors Affecting PublicCompliancein
PayingMotor VehicleTaxes". This article was written by FriskaAmeliaPutri, Nim.
210416007Accounting Study Program, Faculty of Law and Business, Universitas
DutaBangsa Surakarta. The author's background in conducting this research is to
determine thefactors that influencepublic compliancein paying motorvehicletaxes.Motor
vehicletax is ataxthat mustbepaid by motorized vehicleowners. Motor vehicletax payments
areusually made at the Samsat, Polres,or Mobile Samsat. This research method uses
qualitative methods, namely data collection by direct interviews with theinformants.
Theoutputof thejournal results isexpected to bepublished in the journal Bismak.

AbstrakArtikel ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan
Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”.Artikel ini ditulis oleh Friska
Amelia Putri, Nim. 210416007 Program Studi Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis,
Universitas Duta Bangsa Surakarta. Latar belakang penulis dalam melakukan penelitian
ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat
dalam membayar pajak kendaraan bermotor.Pajak kendaraan bermotor adalah pajak
yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor.Pembayaran pajak kendaraan
bermotor biasanya dilakukan di Samsat, Polres, atau Samsat Keliling. Metode penelitian
ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara
langsung dengan informan. Output dari hasil jurnal diharapkan dapat dipublikasikan di
jurnal Bismak

1. Pendahuluan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

adalah pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.Pendapatan AsliDaerah (PAD)
memiliki tujuan yaitu memberikan
kewenangan kepada Pemerintah Daerah
untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah
sesuai dengan potensi daerah sebagai
perwujudan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor33
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Pasal 1ayat 18, dinyatakan bahwa
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah,dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah.

Jenis pajak dibagi menjadi dua,yaitu
pajak yang dipungut dan dikelola oleh
pemerintah pusat dan pajak yang dipungut
dan dikelola oleh pemerintah daerah yang
disebut dengan pajak daerah.menurut
(Savitri& Anggraeni, 2021)

Salah satu sumber pendapatan daerah
yang dapat diandalkan yaitu dari sector
perpajakan adalah pajak daerah. Pajak
daerah yang memberikan kontribusi yang
cukup besar dalam penerimaan pajak yaitu
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut
(Auliah etal., 2018)

Terdapat beberapa factor yang
mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam
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membayar pajak kendaraan bermotor yaitu
pemahaman peraturan membayar pajak,
efektifitas sistem perpajakan,serta kualitas
pelayanan perpajakan.

TujuanKegiatan
1. Untuk mengetahui factor yang
mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam
membayar pajak kendaraan bermotor

II. TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28
tahun 2007 pasal 1,pajak adalah kontribusi
wajib kepada Negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan
Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah adalah

pendapatan yang dihasilkan oleh daerah
dalam wilayah yurudikasinya yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam satu tahun anggaran, dan harus
didorong pertumbuhannya agar dapat
menanggung sebagian beban belanja yang
diperlukan untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan kegiatan pembangunan
daerah tiap tahunnya terus
meningkat.menurut (Tolu et al., 2016)

Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam kaitannya dengan pajak,

kepatuhan dapat didefinisikan sebagai
perilaku wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya sesuai dengan
peraturan yang berlaku menurut (Witono,
2016)

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Data yang digunakan adalah data primer.
Data primer merupakan data yang diperoleh
oleh peneliti secara langsung. Pengambilan
data yang digunakan dalam penelitian adalah
dengan wawancara secara langsung kepada

narasumber.
Penelitian ini mengambil sampel dari

beberapa narasumber yang memiliki
kendaraan bermotor.

Teknik pengambilan sampel ini
menggunakan Teknik Non Probability
Sampling adalah suatu teknik pengambilan
data atau sampel sehingga semua data
kemungkinan terpilih sebagai sampel tidak
sama besar. Berdasarkan kebijakan peneliti
dalam menentukan elemen sampel yang akan
digunakan. Pada non probability sampling
ini, elemen yang akan digunakan mempunyai
sifat tidak menentu.menurut (Fitria,2013)

Penelitian ini dilaksanakanpada
Tangga l8Januari 2022. Peneliti melakukan
wawancara di berbagai tempat. Peneliti
menyiapka nbeberapa pertanyaan yang akan
digunakan untuk wawancara kepada
narasumber.

Subjek penelitian ini diambil dari Undang-
Undang, artikel,dan jurnal yang ada.Undang-
undang digunakan sebagai subjek utama
karena Undang-Undang yang mengatur
semua tentang perpajakan. Artikel dan jurnal
yang ada sebagai subjek lain dari penelitian
yang diambil dari beberapa sumber yang ada.

Penelitian ini berfokus terhadap apa
saja yang menjadi fakor kepatuhan
masyarakat dalam membayar pajak
kendaraan bermotor.Teknik yang digunakan
dalam pembuatan artikel ini adalah teknik
analisis yang dimana teknik analisis ini
dilakukan dengan cara menggabungkan
beberapa data dari narasumber.

HASILDAN PEMBAHASAN
Menuru t(WWWGaLItaS.RG,2007)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007
pasal1, pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan
untukkeperluan negara bagisebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Dari definisi diatas
dapat disimpulkan pajak memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:
1. Dipungut berdasarkan undang-undang
2. Dapat dipaksakan
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3. Tidak mendapat imbalan secara langsung
4. Digunakan untuk kemakmuran rakyat

Jenis Pajak
Menurut (Rompis et al., 2015) Pajak

digolongkan menjadi beberapa kelompok,
antara lain:
1. Pajak menurut lembaga pemungutnya
dibedakan menjadi:

a. Pajak Negara, Pajak negara
merupakan pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat. Hasil dari pemungutan
tersebut digunakan untuk pembiayaa nrumah
tangga negara.Contoh pajak negara antara
lain: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), Pajak Petambahan
Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM), Bea Materai ,Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), Bea Lelang,dan pajak yang
dipungut bea dan cukai.

b. Pajak Daerah, Pajak daerah
merupakan pajak yang dipungut oleh daerah
provinsi, dan kota / kabupaten berdasarkan
peraturan daerah.Hasil dari pemungutan
pajak negara digunakan untuk membiayai
rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah
provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor,
pajak bea balik nama kendaraan bermotor.
Sedangkan contoh pajak kota/kabupaten
yaitu pajak radio, pajak reklame,pajak jalan,
dsb.
2. Pajak menurut golongannya dibedakan
menjadi:

a. Pajak Langsung, Pajak langsung
adalah pajak yang bebannya dipikul sendiri
oleh wajib pajak dan tidak dapat
dilimpahkan kepada pihak lain.Contoh pajak
langsung adalah Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak Langsung, Pajak tidak
langsung adalah pajak yang bebannya dapat
dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak
tidak langsung adalah Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dan beamaterai
3. Pajak menurut sifatnya dibedakan
menjadi:

a. Pajak Subyektif, Pajak subyektif
merupakan pajak yang memperhatikan
keadaan wajib pajak dalam penetapan
pajaknya. Contoh pajak subyektif yaitu Pajak
Penghasilan.

b. Pajak Obyektif, Pajak obyektif
merupakan pajak yang pemungutannya
memperhatikan peristiwa, benda, dan
keadaan yang menimbulkan pajak, kemudian
ditentukan subjek pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam kaitannya dengan pajak,

kepatuhan dapat didefinisikan sebagai
perilaku wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya sesuai dengan
peraturan yang berlaku menurut (Witono,
2016)

Berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib
pajak dimasukkan dalam kategori wajib
patuh apabila memenuhi criteria sebagai
berikut:
a) Tepat waktu dalam menyampaikan surat

pemberitahuan untuk semua jenis pajak
dalam dua tahun terakhir.

b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk
semua jenis pajak kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak

c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena
melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan dalam jangka waktu sepuluh
tahun terakhir.

Kepatuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu:
1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan
wajib pajak memenuhi kewajiban
perpajakan secara formal berdasarkan
ketentuan Undang-undang Perpajakan.

2. Kepatuhan Material
Kepatuhan material adalah suatu keadaan
wajib pajak memenuhi semua kebutuhan
material perpajakan sesuai dengan
Undang-undang perpajakan.Kepatuhan
material dapat juga meliputi kepatuhan
formal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor

Beberapa factor yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
Menurut(Fetrisia& Merliyana, 2020) adalah:
1. Pemahaman terhadap sistem pemungutan
pajak
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Sistem pemungutan pajak dibagi
menjadi beberap amacam, yaitu Official
assessment system adalah sistem
pemungutan pajak yang besarnya pajak
terutang ditentukan oleh fiskus.
Self assessment system adalah sistem
pemungutan pajak yang besarnya pajak
dihitung sendiri oleh wajib pajak.With
holding system adalah sistem pemungutan
atau pemotongan pajak yang besarnya pajak
terutang atau harus dibayar ditentukan oleh
pihak ketiga.

Hasi lpenelitian yang dilakukan
peneliti menyatakan bahwa sebagian
masyarakat tidak mengetahui sistem
pemungutan pajak tersebut. Dari hasil
wawancara kepada narasumber secara
langsung, narasumber melakukan
pembayaran pajak kendaraan bermotor
berdasarkan jatuh temponya. Hal ini
menunjukkan bahwa pemahaman sistem
pemungutan pajak berpengaruh terhadap
kepatuhan masyarakat dalam membayar
pajak kendaraan bermotor. Menurut
(Karimata et al.,2013)
2. Kualitas Pelayanan

Menurut (DIKRIANSYAH, 2018),
Rangkaian kegiatan terpadu yang dilakukan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan
adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan umum yang sederhana
Pelayanan yang tidak menyulitkan,
prosedurnya tidak banyak, persyaratan
mudah dipenuhi, tidak bertele-tele,tidak
mencari kesempatan dalam kesempitan.

b. Pelayanan umum yang terbuka,
Melayani pelanggan harus memberikan
penjelasan yang sejujur-jujurnya,apa adanya
dalam peraturan atau norma, jangan
menakut-nakuti, jangan merasa berjasa
dalam memberikan pelayanan agar tidak
timbul keinginan mengharapkan imbalan
dari konsumen.

c. Pelayanan umum yang lancar,
Diperlukan sarana yang menunjang
kecepatan dalam menghasilkan output

d. Pelayanan umum yang dapat
menyajikan secara tepat. Yang dimaksud
tepat disini adalah tepat arah,tepat
sasaran,tepat waktu,tepat jawaban, dan tepat
dalam memenuhi janji.

e. Pelayanan umum yang lengkap,
Lengkap berarti tersedia apa yang diperlukan
f. Pelayanan umum yang wajar.
Pelayanan umum yang wajar berarti
pelayanan yang tidak dibuat-buat, pelayanan
biasa seperlunya sehingga tidak
memberatkan konsumen

g. Pelayanan umum yang terjangkau
Dalam memberikan pelayanan, uang
retribusi dari
pelayanan yang diberikan tidak
memberatkan dan dapat dijangkau oleh
konsumen.

Hasil penelitian yang dilakukan
peneliti menyatakan bahwa masyarakat
patuh membayar pajak kendaraan bermotor
karena masyarakat mendapat pelayanan yang
memuaskan,dan tidak bertele-tele.Hal ini
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan
berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat
dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan
masyarakat akan menyebabkan masyarakat
lebih mudah memahami ketentuan dan
peraturan perundang-undangan tentang
perpajakan.Hasil penelitian yang dilakukan
peneliti menyatakan bahwa masyarakat
merasa kurang memahami tentang sistem
perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa
tingkat pendidikan berpengaruh terhadap
kepatuhan masyarakat dalam membayar
pajak kendaraan bermotor.
4. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan masyarakat
menjadi faktor kepatuhan masyarakat
dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Hasil penelitian yang dilakukan peneliti
menyatakan bahwa masyarakat yang
memiliki pendapatan tidak stabil
menyebabkan masyarakat tidak patuh
membayar pajak kendaraan bermotor, karena
penghasilan tersebut digunakan untuk
memenuhi kebutuhan primer masyarakat.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan
masyarakat dalam membayar pajak
kendaraan bermotor.
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V. KESIMPULAN
Dari pembahasan diatas dapat

disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang
mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam
membayar pajak kendaraan bermotor.Faktor
tersebut adalah pemahaman terhadap sistem
pemungutan pajak, kualitas
pelayanan,tingkat pendidikan, dan tingkat
penghasilan.

Upaya yang dapat dilakukan
pemerintah guna meningkatkan kepatuhan
masyarakat dalam membayar pajak
kendaraan bermotor adalah memberikan
sosialisasi tentang sistem pemungutan pajak
dan pajak kendaraan bermotor.
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